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ABSTRACT 

 

 

 

Intellectual Property Rights constitute a form of legal protection for the products of 

human thought that possess economic value, including musical works. In the music 

industry, copyright plays a crucial role in safeguarding the moral and economic 

rights of creators through a royalty mechanism. Although Government Regulation 

No. 56 of 2021 regulates the procedures for royalty collection and distribution, its 

implementation still encounters various issues, particularly concerning 

proportional fairness, transparency, and legal certainty. This study aims to examine 

the legal framework governing royalty distribution and assess the effectiveness of 

its implementation in ensuring fair legal protection for copyright holders. 

Employing a normative juridical research method and a descriptive-analytical 

approach, this study is grounded in the theories of distributive justice and legal 

certainty. The findings indicate that although the National Collective Management 

Institution, plays a significant role in distributing royalties, the lack of clear 

proportionality rules and weak oversight have led to imbalances in the allocation 

of economic rights. Therefore, regulatory reforms and the optimization of data- 

based technology are essential to establish a royalty distribution system that is fair, 

transparent, and legally accountable. 

Keywords: Intellectual Property, Music Copyright, Distributive Justice, Legal 

Certainty. 
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ABSTRAK 

 

 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk perlindungan hukum atas hasil 

pemikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi, termasuk karya cipta musik. 

Dalam industri musik, hak cipta berperan penting dalam menjamin hak moral dan 

ekonomi pencipta melalui mekanisme royalti. Kendati Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2021 telah mengatur tata cara pemungutan dan pembagian royalti, 

dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan, terutama terkait keadilan 

proporsional, transparansi, serta kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji regulasi pembagian royalti lagu dan menilai efektivitas implementasinya 

dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pemilik hak cipta. Dengan 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif- 

analitis, kajian ini berlandaskan teori keadilan distributif serta kepastian hukum. 

Temuan menunjukkan bahwa meskipun LMKN memiliki peran penting dalam 

mendistribusikan royalti, ketidaktegasan aturan proporsionalitas dan minimnya 

pengawasan berdampak pada ketidakseimbangan pembagian hak ekonomi. Oleh 

karena itu, perbaikan regulasi serta pemanfaatan teknologi berbasis data diperlukan 

untuk mewujudkan sistem pembagian royalti yang lebih adil, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Hak Cipta Musik, Keadilan Distributif, 

Kepastian Hukum. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. latar Belakang 

 

 

Hak kekayaan intelektual adalah hak atas hasil kerja pikiran atau 

nalar manusia yang menghasilkan benda immaterial, seperti sebuah karya 

lagu. pendaftaran hak kekayaan intelektual selanjutnya disebut (HAKI) 

penting untuk melindungi merek, karya cipta, dan produk dari plagiasi atau 

pelanggaran hukum lainnya. dengan pendaftaran ini, pencipta bisa 

melindungi karyanya dari peniruan atau penggunaan tanpa izin. Jika 

seseorang menyalin atau memperbanyak karya tersebut tanpa izin, mereka 

dapat dikenai sanksi hukum. jika dianalisis lebih mendalam, Hak Kekayaan 

Intelektual termasuk dalam kategori benda tak berwujud atau immateriil. 

hak yang diberikan kepada individu atau entitas atas hasil olah pikir manusia 

yang menghasilkan produk, jasa, atau proses yang bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Objek yang dilindungi dalaml manusia. Konsep HAKI didasarkan 

pada pemahaman bahwa karya intelektual memerlukan investasi waktu, 

tenaga, dan biaya, sehingga diperlukan penghargaan dan perlindungan 

hukum terhadap kekayaan intelektual tersebut.1 

 

 

 

 

 
1 Rohaini, Harsawahyu, Nenny,(2022), Pengantar hukum kekayaan intelektual, Bandarlampung, 

hlm 2. 
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Hak cipta disebut hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas 

karya seninya. sedangkan hak kekayaan intelektual mencakup hak-hak yang 

timbul dari kemampuan intelektual manusia. karya-karya intelektual ini 

bernilai, terutama dengan potensi manfaat ekonomi yang menyertainya, 

sehingga menjadi bentuk kekayaan. untuk hak cipta lagu, perlindungan 

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut hingga 50 tahun setelah 

kematian pencipta. ada tiga hal utama dalam hak cipta pertama, Pencipta, 

yaitu individu atau kelompok yang menghasilkan karya yang unik dan 

pribadi kedua, Ciptaan, yaitu hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, 

dan sastra yang lahir dari inspirasi, pikiran, imajinasi, atau keahlian dan 

diekspresikan dalam bentuk nyata ketiga, Pemegang hak cipta, yaitu 

pencipta sebagai pemilik hak, pihak yang menerima hak dari pencipta, atau 

pihak lain yang menerima hak dari penerima hak tersebut2 Inti dari konsep 

KI adalah memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemiliknya untuk 

memanfaatkan, memperbanyak, serta menjalankan kegiatan komersial atas 

karya yang dihasilkan. 

Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut (HKI) berakar pada 

karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran manusia, yang dalam proses 

penciptaannya memerlukan keahlian khusus, ketekunan, serta usaha dan 

pengorbanan. meskipun HKI bersifat abstrak, hak-hak yang timbul dari 

 

 

 
2 Wicaksono Nur, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa 

Yogyakarta,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Jurusan Ilmu 

Hukum, 2014). https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14493/. Diakses pada tanggal 26 april 2025 

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14493/
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kreativitas intelektual ini mendekati karakteristik hak kebendaan yang nyata. 

Penting untuk diingat bahwa kedua jenis hak ini memiliki sifat mutlak. 

Setelah karya tak berwujud tersebut diwujudkan dari pemikiran manusia 

menjadi ciptaan dalam bentuk kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian, 

atau pendapat, karya tersebut dapat dimanfaatkan dan direproduksi sebagai 

sumber keuntungan finansial. 

Hal ini membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam ranah 

hukum harta benda yang ada3 Perlindungan hukum terhadap HKI pertama 

kali diterapkan di Venesia pada tahun 1470, khususnya terkait dengan paten. 

Upaya harmonisasi internasional mengenai HKI dimulai pada tahun 1883 

dengan disahkannya Konvensi Paris.4 HKI merupakan hak yang muncul 

dari hasil kreativitas dan pemikiran manusia yang diekspresikan kepada 

publik dalam berbagai bentuk, seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni, 

dan sastra. Karya-karya ini tidak hanya bermanfaat dalam menunjang 

kehidupan manusia, tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Sebagai pemilik 

hak atas kekayaan intelektual, pencipta berhak menguasai dan 

memanfaatkan hasil karyanya untuk keuntungan pribadi Kreasi yang 

dihasilkan dari pemikiran manusia, meskipun tidak berwujud secara fisik, 

dapat dimiliki sebagai hak milik dalam arti seluas-luasnya. Hak milik ini 

mencakup benda tak berwujud, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang, 

yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Sebagai pemilik hak atas kekayaan 

 

 

 
3 0 R. Djubaedillah dan Djumhana, Muhammad, Hak Milik Intelektual, Bandung,1993, hlm18 
4 Ibid hlm 19. 
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intelektual, pencipta berhak untuk menguasai, memanfaatkan, dan 

memperoleh keuntungan dari hasil karyanya. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsep kepemilikan tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga 

meliputi karya intelektual yang tak berwujud.5 

Hak Cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki 

fungsi yang sangat krusial dalam menjaga karya cipta milik individu. Dalam 

hal ini, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta 

selanjutnya disebut UUHC menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak 

yang eksklusif yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif 

ini hanya berlaku untuk pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang bisa 

menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pencipta. Seperti yang 

dinyatakan  dalam  Teori  Kepribadian  (Personality  Theory). 

Menurut Hegel, kreasi adalah manifestasi dari karakter penciptanya. Hak 

moral dalam UU Hak Cipta mencerminkan perlindungan terhadap ikatan 

emosional dan identitas pencipta dengan karya yang dihasilkannya. Akan 

tetapi, dalam praktiknya, pemegang hak cipta yang bukan merupakan 

pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif itu, yaitu hak ekonomi. 

Pelaksanaan hak eksklusif ini terutama berkaitan dengan pengumpulan 

royalti bagi pencipta atau pemilik hak cipta. 6 

 

 

 

 

 
5Roscou Pound, Pengantar Filsafat Hukum terjemahan Mohammad Radjab, Bharatara Karya 

Aksara, Jakarta, 1982, hal. 21. 
6 https://www.hukumonline.com/berita/a/menguak-tantangan-penegakan-hak-cipta-di-industri- 

musik-tanah-air-lt67c7fc9ce207a/ diakses pada tanggal 27 april 2025 

https://www.hukumonline.com/berita/a/menguak-tantangan-penegakan-hak-cipta-di-industri-musik-tanah-air-lt67c7fc9ce207a/
https://www.hukumonline.com/berita/a/menguak-tantangan-penegakan-hak-cipta-di-industri-musik-tanah-air-lt67c7fc9ce207a/
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Hak Proposional menjadi analisis yang penting dalam analisis ini 

karena terletak pada upaya mewujudkan sistem pembagian royalti musik 

yang adil, transparan, dan sesuai kontribusi masing-masing pihak 

berdasarkan prinsip keadilan distributif. dalam dunia musik, satu karya 

dapat melibatkan banyak pihak seperti pencipta lagu, penulis lirik, arranger, 

produser, dan penyanyi. tanpa pembagian yang proporsional, sering kali 

terjadi ketimpangan, di mana salah satu pihak menerima bagian royalti yang 

tidak sebanding dengan kontribusinya. 

Hak proporsional dalam pembagian royalti karya musik adalah 

prinsip keadilan yang bertujuan agar setiap orang yang terlibat dalam proses 

penciptaan dan pemanfaatan karya mendapatkan bagian royalti secara adil, 

sesuai peran dan kontribusinya masing-masing. Salah satu indikator penting 

dari prinsip ini adalah kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, 

seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021tentang Pengelolaan Royalti. 

Kedua regulasi ini menekankan bahwa pembagian royalti harus dilakukan 

secara adil, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari sisi ekonomi, 

indikator yang bisa dilihat adalah apakah pembagian royalti sudah sesuai 

dengan kontribusi nyata dari masing-masing pihak, seperti pencipta lagu, 

penulis lirik, produser, maupun musisi pendukung. Dalam kenyataannya, 

sering terjadi ketimpangan karena belum ada sistem yang benar-benar 

objektif untuk menentukan proporsi yang tepat. 
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Dari sisi etika, pembagian royalti yang proporsional tidak boleh 

didominasi oleh satu pihak saja. semua pihak harus dilibatkan dalam proses 

penentuan hak dan bagi hasil, dan informasi pun harus terbuka bagi semua, 

termasuk dalam hal kontrak kerja sama atau sistem pelaporan royalti. Secara 

teknis, pembagian royalti yang adil juga sangat bergantung pada ketepatan 

data. Sistem digital seperti metadata dan pelaporan pemutaran lagu secara 

otomatis lewat platform digital bisa membantu agar royalti tersalurkan 

dengan tepat dan rutin. 

Menurut (World Intellectual Property Organization) atau disebut 

dengan WIPO sistem informasi yang saling terhubung dalam pengelolaan 

hak cipta bisa mengurangi konflik dan membuat proses distribusi royalti 

lebih efisien. Dari perspektif sosial, prinsip proporsional ini harus menjamin 

keadilan bagi semua, baik musisi senior maupun pendatang baru. Edukasi 

dan penyuluhan kepada pelaku industri musik tentang pentingnya hak cipta 

dan sistem royalti juga sangat penting, supaya mereka bisa lebih paham dan 

mampu memperjuangkan haknya secara wajar. Dengan begitu, ekosistem 

musik yang adil dan berkelanjutan bisa tercipta. 

Dalam konteks ini, analisis terhadap hak proporsional menjadi 

penting karena memberikan dasar yuridis untuk menilai apakah pembagian 

royalti yang terjadi sudah mencerminkan keadilan. Hal ini juga berguna 

sebagai landasan evaluasi terhadap efektivitas implementasi Peraturan 

Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti, yang hingga 

kini belum mengatur secara tegas mengenai persentase atau mekanisme 
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proporsionalitas. dengan menganalisis aspek ini, penelitian skripsi berupaya 

menjawab pertanyaan bagaimana negara bisa menjamin bahwa pelaku 

industri kreatif mendapatkan hak ekonominya secara layak. 

Salah satu permasalahan utama dalam sistem royalti di Indonesia 

adalah terjadinya ketimpangan dalam pembagian hak yang tidak selalu 

sebanding dengan kontribusi masing-masing pencipta lagu maupun 

pemegang hak terkait lainnya. untuk mengatasi persoalan ini serta 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ekonomi 

para pihak, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 

Regulasi ini menitikberatkan pentingnya pengelolaan royalti yang 

transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui LMKN, 

dengan sistem pembagian royalti yang disesuaikan secara proporsional. 

Sebagai Contoh, kasus antara Lesti Kejora dan Yoni Dores menjadi 

sorotan karena menampilkan persoalan krusial dalam penerapan aturan 

tersebut. Lesti diduga telah menyanyikan dan menyebarluaskan lagu milik 

Yoni Dores secara digital sejak 2018 tanpa izin resmi. Situasi ini 

menunjukkan bahwa mekanisme pencatatan dan distribusi royalti oleh 

LMKN belum berjalan sebagaimana mestinya. bahkan, kenyataan bahwa 

banyak konser besar termasuk milik Lesti belum memenuhi kewajiban 

pembayaran royalti memperlihatkan lemahnya penerapan regulasi di 

lapangan, sehingga peraturan yang ada belum sepenuhnya mampu 

memberikan efek hukum yang nyata bagi perlindungan hak-hak pencipta 
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lagu. penelitian ini secara khusus membahas pembagian royalti secara 

proporsional berdasarkan kontribusi pencipta dan pemilik hak terkait 

sesuai PP No. 56 Tahun 2021. Contoh lain ada kasus yang relevan pada 

penelitian ini yaitu Kasus Agnez Mo dan Ari Bias terkait sengketa hak 

cipta lagu "Bilang Saja". Ari Bias menggugat Agnez Mo karena penyanyi 

tersebut membawakan lagu itu dalam tiga konser tanpa izin, yang dianggap 

melanggar hak cipta. Pengadilan memutuskan Agnez Mo bersalah dan 

mengharuskannya membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar kepada Ari 

Bias. Kasus sengketa hak cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias memiliki 

relevansi yang sangat kuat, 

Dalam penelitian ini, penulis menyoroti pentingnya keadilan 

distributif dan kepastian hukum dalam pembagian royalti karya musik, 

serta menekankan peran LMKN sebagai pihak yang seharusnya mengelola 

dan mendistribusikan royalti secara proporsional dan transparan. Kasus 

Agnez Mo vs Ari Bias mencerminkan kelemahan dalam implementasi 

sistem tersebut. Putusan pengadilan yang menjatuhkan tanggung jawab 

secara langsung kepada penyanyi, tanpa memperjelas mekanisme 

perizinan melalui LMKN atau LMK, menunjukkan adanya celah hukum 

dan kurangnya pemahaman mengenai sistem manajemen kolektif 

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Secara normatif, Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan 

bahwa penggunaan lagu untuk kepentingan komersial harus melalui sistem 

pengumpulan dan pendistribusian royalti oleh LMK dan LMKN. namun 
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dalam praktiknya, sebagaimana tergambar dalam kasus ini, terjadi 

kekacauan peran antara pengguna langsung dalam hal ini penyanyi dengan 

lembaga yang secara hukum memiliki otoritas untuk menarik dan 

menyalurkan royalti. hal ini sejalan dengan temuan skripsi yang 

menyebutkan bahwa meskipun PP memberikan dasar hukum yang kuat, 

implementasinya belum sepenuhnya efektif dan menimbulkan 

kebingungan hukum, terutama dalam hal siapa yang bertanggung jawab 

atas pembayaran royalti dan bagaimana proporsinya ditentukan. maka dari 

itu, kasus Agnez Mo vs Bias menjadi bukti nyata pentingnya evaluasi dan 

pembenahan sistem distribusi royalti musik di Indonesia agar dapat 

menjamin keadilan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam 

penciptaan maupun pemanfaatan karya cipta. sedangkan beberapa 

Penelitian terdahulu lebih fokus pada ketidakefisienan sistem, 

ketidakadilan umum, atau kurangnya sosialisasi sebelum atau setelah PP 

diterbitkan tanpa mendalami konsep proporsionalitas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti 

lebih jauh lagi mengenai hak proposional pembagian royalti, maka dari itu 

penulis merumuskannya menjadi sebuah karya tulis yakni skripsi dengan 

judul “ Analisis Hak Proposional Pembagian Royalti terhadap pemilik 

Karya Cipta Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Musik” 
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B. Rumusan Masalah 

 

 

1. Bagaimana Ketentuan Hukum mengenai Pembagian royalti 

bagi pemilik hak cipta musik berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan 

Royalti 

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

Efektivitas dan Transparansi Sistem Pembagian Royalti 

Musik di Indonesia 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan 

skripsi ini adalah : 

1. Untuk menganalisis Bagaimana Ketentuan Hukum mengenai 

Pembagian Royalti bagi pemilik Hak Cipta musik 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Royalti. 

2. Untuk mengkaji lagi Bagaimana upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan Efektivitas dan Transparansi Sistem 

Pembagian Royalti Musik di Indonesia. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitia$n ini diha$ra$pka$n ma$mpu memberika$n 

pema$ha$ma$n ya$ng lebih menda$la$m ba$gi pa$ra$ pembua$t 
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kebija$ka$n, pela$ku industri musik, da$n pema$ngku 

kepentinga$n la$innya$ terka$it ca$ra$ menga$ta$si Perma$sa$la$ha$n 

ka$rena$ ra$ma$inya$ Ka$sus Sengketa$ Pemba$gia$n roya$lti 

ka$rya$ Musik di Indonesia$. A$da$pun ma$nfa$a$t ya$ng Penulis 

ha$ra$pka$n da$pa$t diperoleh da$ri penelitia$n ini a$da$la$h seba$ga$i 

berikut : 

1. Keguna$a$n a$ka$demis ( Teoritis ) 

 

a. Penelitia$n ini berkontribus regula$si pemba$gia$n roya$lti 

musik di Indonesia$. A$na$lisis menda$la$m terha$da$p Pera$tura$n 

Pemerinta$h Nomor 56 Ta$hun 2021 da$pa$t mena$mba$h 

wa$wa$sa$n mengena$i implementa$si hukum HKI da$la$m 

konteks industri musik. 

b. Mela$lui  penelitia$n ini, da$pa$t dieva$lua$si seja$uh 

ma$na$ Pera$tura$n Pemerinta$h Nomor 56 Ta$hun 2021 efektif 

da$la$m menga$tur pemba$gia$n roya$lti ya$ng a$dil ba$gi pemilik 

ha$k cipta$ musik. Eva$lua$si ini penting untuk mema$ha$mi 

da$mpa$k kebija$ka$n tersebut terha$da$p perlindunga$n ha$k 

ekonomi pencipta$. 

c. Denga$n meneliti proporsiona$lita$s pemba$gia$n roya$lti, 

penelitia$n ini da$pa$t mengidentifika$si ta$nta$nga$n hukum ya$ng 

muncul da$la$m pra$ktik, seperti sengketa$ a$nta$ra$ pencipta$ da$n 

pengguna$ ka$rya$, serta$ memberika$n rekomenda$si untuk 

penyelesa$ia$n sengketa$ tersebut. 
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2. Ma$nfa$a$t Pra$ktis 

 

a. Penelitia$n ini da$pa$t memberika$n pedoma$n ba$gi pela$ku 

usa$ha$ ya$ng mengguna$ka$n musik seca$ra$ komersia$l, seperti 

ka$fe, restora$n, da$n tempa$t ka$ra$oke, mengena$i kewa$jiba$n 

mereka$ da$la$m memba$ya$r roya$lti sesua$i denga$n Pera$tura$n 

Pemerinta$h Nomor 56 Ta$hun 2021. Denga$n demikia$n, 

mereka$ da$pa$t menghinda$ri potensi pela$ngga$ra$n hukum da$n 

mendukung ha$k-ha$k pencipta$ musik. 

b. Ha$sil penelitia$n ini da$pa$t meningka$tka$n kesa$da$ra$n hukum 

di ka$la$nga$n ma$sya$ra$ka$t da$n pela$ku industri musik tenta$ng 

pentingnya$ mengha$rga$i  ha$k  cipta$ da$n kewa$jiba$n 

pemba$ya$ra$n roya$lti. Ini penting untuk mencipta$ka$n 

ekosistem industri musik ya$ng lebih a$dil da$n berkela$njuta$n. 

c. Penelitia$n ini da$pa$t memba$ntu da$la$m memberika$n solusi 

pra$ktis untuk penyelesa$ia$n sengketa$ ya$ng mungkin timbul 

a$nta$ra$ pencipta$ musik da$n pengguna$ ka$rya$ terka$it 

pemba$gia$n royalti dengan menawarkan kera$ngka$ kerja$ ya$ng 

jela$s da$n a$dil. 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Kera$ngka$ berpikir,  a$ta$u  ya$ng  bia$sa$ disebut 

juga$ kera$ngka$ pemikira$n, merupa$ka$n la$nda$sa$n konseptua$l da$ri sua$tu 

penelitia$n ya$ng disusun mela$lui sintesis da$ri berba$ga$i fa$kta$, ha$sil 

observa$si, da$n tela$a$h pusta$ka$. Kera$ngka$ ini berisi teori, da$lil, a$ta$u konsep- 
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konsep ya$ng a$ka$n dija$dika$n pija$ka$n da$la$m pela$ksa$na$a$n penelitia$n. di 

da$la$mnya$, va$ria$bel-va$ria$bel ya$ng diteliti dijela$ska$n seca$ra$ komprehensif 

da$n disesua$ika$n denga$n isu a$ta$u perma$sa$la$ha$n ya$ng dia$ngka$t, 

sehingga$ da$pa$t menja$di da$sa$r untuk merumuska$n solusi a$ta$u ja$wa$ba$n 

a$ta$s perma$sa$la$ha$n tersebut. Kera$ngka$ pemikira$n berpera$n penting da$la$m 

memba$ntu peneliti menga$na$lisis, mera$nca$ng, da$n memba$ngun 

a$rgumenta$si ya$ng menga$ra$h pa$da$ kesimpula$n. Da$la$m penelitia$n 

kua$ntita$tif, kera$ngka$ ini bia$sa$nya$ berujung pa$da$ pengujia$n hipotesis 

untuk meliha$t a$pa$ka$h diterima$ a$ta$u ditola$k. Sementa$ra$ itu, da$la$m 

penelitia$n kua$lita$tif ya$ng berbentuk deskriptif a$ta$u na$ra$tif, 

kera$ngka$ berpikir diguna$ka$n untuk mena$fsirka$n da$ta$ berda$sa$rka$n teori 

ya$ng diguna$ka$n, la$lu dia$khiri denga$n pembentuka$n pernya$ta$a$n ba$ru a$ta$u 

perumusa$n hipotesis ya$ng lebih menda$la$m. 

Penelitia$n ini memfokuska$n pa$da$ pemeca$ha$n ma$sa$la$h terka$it 

denga$n ha$k proposiona$lita$s pa$da$ ka$rya$ cipta$ Musik ya$ng berda$sa$rka$n 

Pera$tura$n Pemerinta$h Nomor 56 Ta$hun 2021 tenta$ng Pengelola$a$n Roya$lti 

Musik a$ta$u La$gu da$la$m mela$kuka$n penelitia$n ini penulis mengguna$ka$n 

bebera$pa$ teori, ya$itu teori Kea$dia$n Distridutif, da$n kepa$stia$n hukum. 

Ka$ita$n a$nta$ra$ teori-teori ini denga$n penelitia$n ya$ng dila$kuka$n muncul 

sa$a$t mengeva$lua$si ba$ta$sa$n pengguna$a$n ka$rya$ cipta$. Pertimba$nga$n teori- 

teori ini penting da$la$m menentuka$n ba$ga$ima$na$ hukum da$pa$t 

memfa$silita$si inova$si da$n krea$tivita$s ta$npa$ mengha$mba$t kebeba$sa$n 

ekspresi. 
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1. Teori Kea$dila$n Distributif 

 

Teori ini meneka$nka$n pentingnya$ distribusi sumber da$ya$ a$ta$u ha$k 

seca$ra$ a$dil di a$nta$ra$ a$nggota$ ma$sya$ra$ka$t. da$la$m konteks pemba$gia$n 

roya$lti musik, teori ini releva$n untuk menila$i a$pa$ka$h distribusi roya$lti 

kepa$da$ pemilik ha$k cipta$ tela$h dila$kuka$n seca$ra$ proporsiona$l da$n a$dil 

sesua$i denga$n kontribusi ma$sing-ma$sing piha$k. Kea$dila$n a$da$la$h 

tinda$ka$n ya$ng beba$s da$ri unsur kesewena$ng-wena$nga$n, ya$ng bera$ka$r 

da$ri ka$ta$ “a$dil” ya$itu memperla$kuka$n setia$p ora$ng seca$ra$ seta$ra$ sesua$i 

ha$k da$n kewa$jiba$n ma$sing-ma$sing. Nila$i kea$dila$n memiliki pera$n 

penting da$la$m kehidupa$n berma$sya$ra$ka$t ka$rena$ bertujua$n menja$min 

ba$hwa$ setia$p ora$ng memperoleh perla$kua$n ya$ng la$ya$k da$n seta$ra$. 

Sela$in itu, kea$dila$n juga$ menja$di tujua$n uta$ma$ da$ri kebera$da$a$n hukum, 

seba$b hukum dicipta$ka$n a$ga$r kea$dila$n da$pa$t terwujud da$la$m kehidupa$n 

bersa$ma$. Menurut A$ristoteles, kea$dila$n dipa$nda$ng seba$ga$i bentuk 

keba$jika$n a$ta$u keuta$ma$a$n ya$ng utuh da$n pa$ripurna$ da$la$m 

ka$ita$nnya$ denga$n hubunga$n seseora$ng denga$n ora$ng la$in di sekita$rnya$.7 

2. Teori Kepa$stia$n Hukum 

Menuntut a$ga$r hukum bersifa$t jela$s, sta$bil, da$n da$pa$t diprediksi, 

sehingga$ ma$sya$ra$ka$t da$pa$t denga$n muda$h mema$ha$mi ha$k da$n 

kewa$jiba$nnya$ seca$ra$ konsisten. da$la$m penelitia$n mengena$i pemba$gia$n 

roya$lti. Teori kepa$stia$n hukum menega$ska$n pentingnya$ a$da$nya$ a$tura$n 

 

 

 
7 Zakki Adlhiyati, Achmad. 2019. Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat 

Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Undang: Jurnal Hukum. Vol. 2, (2), h. 416 
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ya$ng tega$s, sta$bil, jela$s, da$n pa$sti demi memba$ngun sistem hukum ya$ng 

kua$t. Prinsip ini memberika$n ja$mina$n ba$hwa$ setia$p ora$ng mema$ha$mi 

ha$k serta$ kewa$jiba$nnya$, sehingga$ da$pa$t meminima$lka$n potensi konflik 

ma$upun ketida$kpa$stia$n di tenga$h ma$sya$ra$ka$t. denga$n a$da$nya$ kepa$stia$n 

hukum, individu ma$upun pela$ku usa$ha$ da$pa$t mera$nca$ng a$ktivita$s 

kehidupa$n da$n bisnisnya$ denga$n ra$sa$ a$ma$n. sela$in itu, teori ini 

juga$ mema$stika$n kea$dila$n da$la$m pela$ksa$na$a$n hukum da$n mencega$h 

terja$dinya$ tinda$ka$n sewena$ng-wena$ng a$kiba$t ketida$kjela$sa$n a$tura$n. 

Kepa$stia$n hukum menja$di pila$r penting ba$gi tercipta$nya$ sistem hukum 

ya$ng a$dil denga$n teta$p menja$ga$ keseimba$nga$n a$nta$ra$ kepentinga$n 

priba$di da$n kepentinga$n publik. Nega$ra$ memiliki ta$nggung ja$wa$b untuk 

mewujudka$n prinsip ini mela$lui penera$pa$n hukum ya$ng konsisten, 

terbuka$, da$n berkea$dila$n. Pela$ksa$na$a$n ya$ng efektif a$ka$n membentuk 

lingkunga$n ya$ng a$ma$n da$n terja$min, ya$ng pa$da$ a$khirnya$ mendukung 

pemba$nguna$n da$n keseja$htera$a$n ma$sya$ra$ka$t seca$ra$ menyeluruh 8 

Gusta$v Ra$dbruch menga$ta$ka$n ba$hwa$ kepa$stia$n hukum (Scherkeit des 

Rechts selbst) bera$rti ja$mina$n kepa$stia$n terha$da$p hukum itu sendiri. 

Menurutnya$, terda$pa$t empa$t ha$l ya$ng berka$ita$n era$t denga$n 

ma$kna$ kepa$stia$n hukum tersebut. Perta$ma$, hukum ha$rus bersifa$t positif, 

ya$itu berupa$ pera$tura$n perunda$ng-unda$nga$n ya$ng sa$h da$n berla$ku. 

 

 

 

 
8 Neltje, J., & Panjiyoga, I. . Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum. 

Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), (2023), 2034-2039. 
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Kedua$, hukum ha$rus dida$sa$rka$n pa$da$ fa$kta$ nya$ta$ (Ta$tsa$chen), buka$n 

sekeda$r pa$da$ penila$ia$n subjektif ya$ng dila$kuka$n oleh ha$kim, seperti 

itika$d ba$ik a$ta$u norma$ kesopa$na$n. Ketiga$, fa$kta$ ya$ng menja$di da$sa$r 

hukum tersebut ha$rus dirumuska$n seca$ra$ tega$s da$n jela$s a$ga$r 

meminima$lka$n kemungkina$n kesa$la$ha$n pena$fsira$n da$n muda$h 

dila$ksa$na$ka$n. Keempa$t, hukum positif tida$k seha$rusnya$ sering diuba$h, 

a$ga$r tercipta$ sta$bilita$s hukum ya$ng da$pa$t menumbuhka$n ra$sa$ a$ma$n da$n 

keperca$ya$a$n ma$sya$ra$ka$t terha$da$p sistem hukum itu sendiri.9 

F. Metode Penelitian 

 

Metode penelitia$n merupa$ka$n a$spek penting ya$ng ha$rus 

diperta$nggungja$wa$bka$n seca$ra$ ilmia$h. Metodologi dibutuhka$n a$ga$r 

penelitia$n da$pa$t dila$ksa$na$ka$n seca$ra$ terstruktur da$n sesua$i denga$n 

prosedur keilmua$n ya$ng berla$ku. Berda$sa$rka$n jenis, sifa$t, da$n tujua$nnya$, 

penelitia$n hukum umumnya$ dibeda$ka$n menja$di dua$, ya$itu penelitia$n 

hukum norma$tif da$n penelitia$n hukum empiris. Da$la$m penelitia$n ini, 

penulis mengguna$ka$n pendeka$ta$n yuridis norma$tif. Menurut Peter 

Ma$hmud Ma$rzuki, penelitia$n hukum norma$tif a$da$la$h "sebua$h proses 

untuk menemuka$n a$tura$n hukum, prinsip-prinsip hukum, ma$upun doktrin 

hukum guna$ menja$wa$b perma$sa$la$ha$n hukum ya$ng diha$da$pi.10 Penelitia$n 

 

 

 

 
9 Achmad Ali, (2010), Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, 

Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 288 
10 Peter Mahmud Marzuki, (2013), Penelitian Hukum Edisi Revisi. Kencana Prenada 

Media Group,Jakarta, hlm 10 
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hukum norma$tif a$da$la$h metode penelitia$n ilmia$h ya$ng bertujua$n 

menemuka$n kebena$ra$n berda$sa$rka$n logika$ keilmua$n da$ri perspektif 

norma$tif hukum. Metode ini tida$k mengguna$ka$n penelitia$n la$pa$nga$n (field 

resea$rch) ka$rena$ fokus uta$ma$nya$ a$da$la$h pa$da$ ba$ha$n hukum, 

sehingga$ sering disebut seba$ga$i penelitia$n ya$ng berba$sis pa$da$ ka$jia$n 

pusta$ka$. Penelitia$n ini lebih menitikbera$tka$n pa$da$ pemba$ca$a$n da$n 

a$na$lisis terha$da$p ba$ha$n hukum primer da$n sekunder. Tujua$n 

uta$ma$nya$ a$da$la$h memperoleh da$ta$ sekunder, ya$ng terdiri da$ri ba$ha$n 

hukum primer seperti unda$ng-unda$ng da$n pera$tura$n da$n ba$ha$n hukum 

sekunder seperti litera$tur hukum da$n a$rtikel Metode penulisa$n ya$ng 

diguna$ka$n da$la$m penyusuna$n skripsi ini a$da$la$h seba$ga$i berikut; 

1. Spesifikasi Penelitian 

 

Spesifika$si Penelitia$n ini a$da$la$h deskriptif a$na$litis denga$n 

pendeka$ta$n yuridis norma$tif ya$ng berfokus pa$da$ ka$jia$n hukum norma$tif 

terha$da$p pera$tura$n perunda$ng-unda$nga$n ya$ng berka$ita$n denga$n 

ka$rya$ cipta$ Penelitia$n deskriptif a$na$litis a$da$la$h metode ya$ng diguna$ka$n 

untuk mengga$mba$rka$n sua$tu kondisi a$ta$u situa$si ya$ng seda$ng 

berla$ngsung a$ta$u tela$h terja$di denga$n tujua$n memberika$n da$ta$ tenta$ng 

objek penelitia$n, sehingga$ da$pa$t mengeksplora$si ha$l-ha$l ya$ng bersifa$t 

idea$l. Da$ta$ tersebut kemudia$n dia$na$lisis berda$sa$rka$n teori hukum a$ta$u 

pera$tura$n perunda$ng-unda$nga$n ya$ng berla$ku.11 

 

 

 
11 Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z,( 2022), Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas 

Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. Semarang Law Review (SLR), Hlm 84 



32 

 

 

 

2. Metode Pendekatan 

 

Berda$sa$rka$n tipe penelitia$n ya$ng bersifa$t yuridis norma$tif, 

pendeka$ta$n ya$ng diguna$ka$n menca$kup pendeka$ta$n, pendeka$ta$n 

perunda$ng-unda$nga$n, pendeka$ta$n konseptua$l, pendeka$ta$n ka$sus. 

a. Pendeka$ta$n Perunda$ng-unda$nga$n, Pendeka$ta$n ini meneka$nka$n 

pengguna$a$n ba$ha$n hukum ya$ng berupa$ pera$tura$n perunda$ng- 

unda$nga$n seba$ga$i referensi uta$ma$ da$la$m penelitia$n. Da$la$m 

pendeka$ta$n ini, semua$ pera$tura$n perunda$ng-unda$nga$n ya$ng 

releva$n denga$n perma$sa$la$ha$n hukum ya$ng diha$da$pi a$ka$n ditela$a$h 

Pendeka$ta$n pera$tura$n perunda$ng-unda$nga$n merupa$ka$n metode 

penelitia$n ya$ng mengguna$ka$n da$sa$r hukum berupa$ unda$ng- 

unda$ng da$n pera$tura$n ya$ng bersifa$t umum. na$mun, produk hukum 

ya$ng berbentuk konkret da$n spesifik, seperti keputusa$n presiden, 

keputusa$n menteri, keputusa$n bupa$ti, a$ta$u keputusa$n da$ri 

lemba$ga$ tertentu, tida$k terma$suk da$la$m pendeka$ta$n ini da$n tida$k 

da$pa$t dija$dika$n da$sa$r a$na$lisis da$la$m pendeka$ta$n perunda$ng- 

unda$nga$n. 12 Da$la$m pendeka$ta$n terha$da$p pera$tura$n perunda$ng- 

unda$nga$n, peneliti tida$k ha$nya$ fokus pa$da$ bentuk forma$l da$ri 

pera$tura$n tersebut, teta$pi juga$ memperha$tika$n isi a$ta$u substa$nsi 

ya$ng terka$ndung di da$la$mnya$. Oleh ka$rena$ itu, penting ba$gi 

peneliti untuk mema$ha$mi da$sa$r ontologis la$hirnya$ sua$tu unda$ng- 

 

 

 
12 Ibid, hlm 137 
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unda$ng, la$nda$sa$n filosofis ya$ng mela$ta$rbela$ka$nginya$, serta$ ra$tio 

legis a$ta$u a$la$sa$n pembentuka$nnya$. Peneka$na$n diberika$n 

pa$da$ pentingnya$ mengka$ji a$spek-a$spek tersebut seca$ra$ khusus 

terha$da$p unda$ng-unda$ng, buka$n terha$da$p bentuk regula$si la$innya$. 

ha$l ini diseba$bka$n ka$rena$ unda$ng-unda$ng disusun oleh pa$ra$ wa$kil 

ra$kya$t ya$ng dia$ngga$p mewa$kili kehenda$k ra$kya$t itu sendiri, 

sementa$ra$ regula$si ha$nya$la$h bentuk pelimpa$ha$n wewena$ng a$ta$s 

kehenda$k ra$kya$t ya$ng tela$h dia$tur mela$lui unda$ng-unda$ng.13 

b. Pendeka$ta$n Konseptua$l diguna$ka$n ketika$ peneliti teta$p menga$cu 

pa$da$ a$tura$n hukum ya$ng berla$ku, na$mun a$tura$n tersebut belum 

a$ta$u tida$k menga$tur seca$ra$ spesifik perma$sa$la$ha$n ya$ng seda$ng 

diteliti. Contohnya$, sa$a$t meneliti tenta$ng ma$kna$ 'kepentinga$n 

umum' da$la$m Pera$tura$n Presiden Nomor 36 Ta$hun 2005, peneliti 

tida$k a$ka$n menemuka$n definisi ya$ng jela$s sesua$i kebutuha$n 

penelitia$nnya$.  Istila$h  ya$ng  a$da$ ha$nya$ bersifa$t umum 

sehingga$ kura$ng tepa$t untuk dija$dika$n da$sa$r a$rgumen hukum. 

ketika$ menca$ri di pera$tura$n la$in pun, ha$silnya$ sa$ma$. Ka$rena$ itu, 

peneliti perlu menyusun konsep sendiri seba$ga$i da$sa$r untuk 

menjela$ska$n ma$sa$la$h da$la$m penelitia$nnya14 

c. Pendeka$ta$n Ka$sus da$la$m penelitia$n hukum norma$tif bertujua$n 

untuk mengka$ji ba$ga$ima$na$ norma$ a$ta$u a$tura$n hukum ditera$pka$n 

 

 

 
13 Ibid, hlm 142 
14 Marzuki P. Mahmud. (2013), penelitian hukum, Jakarta, kencana, hlm 177 
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da$la$m pra$ktik. Bia$sa$nya$, pendeka$ta$n ini diguna$ka$n untuk 

menela$a$h perka$ra$-perka$ra$ ya$ng tela$h diputus oleh penga$dila$n. 

Meskipun ka$sus-ka$sus tersebut memiliki nila$i empiris, da$la$m 

penelitia$n  norma$tif  ka$sus-ka$sus  tersebut  dia$na$lisis 

guna$ memberika$n ga$mba$ra$n mengena$i seja$uh ma$na$ norma$ hukum 

berpenga$ruh da$la$m pra$ktiknya$. Ha$sil a$na$lisis ini kemudia$n da$pa$t 

dima$nfa$a$tka$n seba$ga$i ba$ha$n pertimba$nga$n a$ta$u ma$suka$n da$la$m 

penjela$sa$n hukum. dima$nfa$a$tka$n untuk menda$la$mi 

ba$ga$ima$na$ norma$-norma$ hukum mengena$i pemba$gia$n roya$lti ha$k 

cipta$ musik ditera$pka$n di la$pa$nga$n, khususnya$ berda$sa$rka$n 

Pera$tura$n Pemerinta$h Nomor 56 Ta$hun 2021 tenta$ng Pengelola$a$n 

Roya$lti Musik /la$gu. Mela$lui pendeka$ta$n ini, penulis memba$ha$s 

bebera$pa$ contoh perka$ra$ ya$ng tela$h mela$lui proses pera$dila$n, 

seperti sengketa$ a$nta$ra$ Lesti Kejora$ denga$n Yoni Dores, 

serta$ ka$sus A$gnez Mo denga$n A$ri Bia$s. Studi ka$sus ini bertujua$n 

untuk memperliha$tka$n implementa$si a$tura$n hukum di pra$ktik, 

mengidentifika$si ha$mba$ta$n ya$ng muncul, da$n menila$i seja$uh 

ma$na$ prinsip pemba$gia$n roya$lti seca$ra$ a$dil tela$h dija$la$nka$n. 

Denga$n demikia$n, pendeka$ta$n ka$sus da$la$m penelitia$n ini berpera$n 

seba$ga$i sa$ra$na$ untuk menila$i efektifita$s norma$ hukum, seka$ligus 
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memberika$n sa$ra$n perba$ika$n a$ga$r perlindunga$n ha$k ekonomi 

pencipta$ ka$rya$ da$pa$t terwujud lebih ba$ik di ma$sa$ menda$ta$ng.1516 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Fokus penelitia$n ini a$da$la$h pa$da$ perila$ku hukum ya$ng 

diwujudka$n da$la$m pra$ktik, seperti mengka$ji pela$ksa$na$a$n perja$njia$n 

kredit. Inti ka$jia$nnya$ meliputi ba$ga$ima$na$ ketentua$n hukum positif 

da$n  kontra$k  ditera$pka$n  seca$ra$ fa$ktua$l da$la$m berba$ga$i 

peristiwa$ hukum di ma$sya$ra$ka$t untuk menca$pa$i tujua$n 

tertentu.17 Menga$nda$lka$n da$ta$ sekunder. Da$ta$ sekunder merupa$ka$n 

informa$si ya$ng tela$h dikumpulka$n da$ri berba$ga$i sumber seperti 

ca$ta$ta$n, berka$s ka$sus, buku litera$tur, terbita$n berka$la$, a$rsip, penelitia$n 

sebelumnya$, da$n pera$tura$n hukum ya$ng releva$n denga$n ma$sa$la$h 

ya$ng diteliti. Da$ta$ sekunder terdiri da$ri: 

a) Ba$ha$n Hukum Primer Da$la$m penelitia$n ini, ba$ha$n hukum primer 

ya$ng diguna$ka$n meliputi pera$tura$n perunda$ng-unda$nga$n ya$ng 

mengika$t, ya$itu Pa$sa$l-pa$sa$l da$la$m Unda$ng-Unda$ng Nomor 28 

Ta$hun 2014 tenta$ng Ha$k Cipta$. 

b) Ba$ha$n Hukum Sekunder Ini a$da$la$h ba$ha$n hukum ya$ng 

memberika$n  penjela$sa$n mengena$i ba$ha$n hukum primer, ya$ng 

 

 

 
15 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157. 
16 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157. 
17 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52 
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berupa$ ka$rya$ pa$ra$ a$hli hukum da$la$m bentuk buku, ha$sil 

penelitia$n, ca$ta$ta$n, dokumenta$si ka$jia$n, da$n referensi 

la$innya$ ya$ng releva$n denga$n ma$sa$la$h ya$ng diteliti. 

c) Ba$ha$n Hukum Tersier: Da$la$m penelitia$n ini, ba$ha$n hukum tersier 

berfungsi memberika$n petunjuk a$ta$u penjela$sa$n mengena$i ba$ha$n 

hukum primer da$n sekunder, ya$ng berupa$ ka$mus hukum. 

4. Analisis Bahan Hukum 

 

Analisis data dalam penelitian ini merupakan aspek penting 

dalam penulisan skripsi. Data yang diperoleh dari sumber-sumber 

hukum dikumpulkan dan diklasifikasikan, lalu dianalisis secara 

kualitatif. Ini berarti data diuraikan dalam kalimat yang jelas, teratur, 

sistematis, logis, dan lebih efektif, sehingga memudahkan 

pemahaman terhadap hasil analisis. Selanjutnya, hasil analisis 

tersebut dapat disimpulkan menggunakan logika berpikir induktif, 

yang merupakan penalaran yang berlaku khusus untuk masalah yang 

dihadapi. dengan demikian, hal-hal yang terkait secara khusus dapat 

diterapkan pada konteks yang lebih umum, agar hasil analisis dapat 

memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian 

ini 
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5. Jadwal Penelitian 

 

No Kegiatan Waktu Penelitian Tahun 2024-2025 

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

1. Penyusunan 

dan 

pengajuan 

judul 

           

2. Penyerahan 

proposal dan 

penelitian 

           

3. Seminar 

proposal 

           

4. Pengumpula 

n data 

           

5. Pengolahan 

Dan Analisis 

data 

           

6. Penyusunan 

Skripsi 

           

7. Pendaftaran 

Sidang 

Skripsi 

           

8. Sidang 

Skripsi 

           

 

6. Sistematika Penelitian 

 

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi 5 (lima) 

bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas 

ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan 
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tata letak masing-masing bab (outline) serta pokok bahasannya sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian beserta kegunaan penelitian, serta memuat 

mengenai kerangka pemikiran dan metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini berisi kajian teori dan konsep umum yang bersumber pada 

peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur mengenai Karya 

cipta Musik 

BAB III : DATA PENELITIAN 

 

Bab ini berisi kajian peraturan perundang-undangan mengenai karya 

cipta musik yang menjadi objek dalam penelitian ini. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

 

Bab ini berisi deskripsi pembahasan data yang telah di dapatkan dalam 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis dasar perundang-undangan 

mengenai karya cipta musik 

BAB V : PENUTUP 
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Bab ini berisi uraian kesimpulan dan hasil pembahasan serta 

mengemukakan beberapa hal yang menjadi saran sebagai rekomendasi 

dari hasil pengkajian dalam penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

 

1. Dapat disimpulkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap hak 

cipta musik melalui skema royalti di Indonesia telah memiliki dasar hukum 

yang kokoh melalui UU No. 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 

56 Tahun 2021, penerapan prinsip keadilan proporsional dalam pembagian 

royalti masih menemui berbagai hambatan. Peraturan Pemerintah No. 56 

Tahun 2021 memang telah mengatur kerangka prosedur pemungutan dan 

distribusi royalti melalui LMKN, tetapi dalam pelaksanaannya, tidak 

adanya ketentuan pembagian yang jelas dan rinci mengenai proporsionalitas, 

sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan pembagian royalti di antara 

para pihak yang terlibat, seperti pencipta lagu, penulis lirik, arranger, 

produser, hingga musisi pendukung. 

2. Efektivitas dan transparansi sistem pembagian royalti musik di Indonesia 

pada praktiknya masih belum optimal. Meskipun keberadaan LMKN/LMK 

sudah diatur sebagai lembaga pengelola, pelaksanaan di lapangan masih 

dihadapkan pada kendala berupa keterbatasan keterbukaan data, lemahnya 

pengawasan, tidak maksimalnya penggunaan teknologi digital yang 

mendukung pencatatan dan pelaporan royalti secara akurat dan real-time. 

Kondisi ini membuktikan bahwa keadilan proporsional dalam pembagian 

royalti masih sulit tercapai sepenuhnya, sehingga prinsip keadilan distributif 

belum terwujud secara maksimal dalam praktik. 
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B. Saran 

 

 

1. Pemerintah perlu melakukan revisi dan penguatan regulasi yang 

mengatur sistem pembagian royalti dengan ketentuan yang jelas dan 

tegas. Regulasi baru ini harus mampu menetapkan standar yang pasti 

mengenai proporsi pembagian royalti bagi semua pihak yang berhak, 

mulai dari pencipta lagu, musisi, produser, hingga pihak-pihak lain yang 

terlibat. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme pengawasan 

yang efektif dan berkelanjutan, termasuk melibatkan lembaga 

independen yang bertugas mengaudit serta memastikan proses distribusi 

royalti berjalan dengan transparan dan akuntabel. Pengawasan yang 

ketat akan mencegah terjadinya penyalahgunaan sekaligus 

meningkatkan kepercayaan para pelaku industri musik terhadap sistem 

royalti yang berlaku. Langkah ini juga sejalan dengan prinsip keadilan 

hukum yang menghendaki perlakuan yang setara dan adil bagi semua 

pihak, sehingga para pencipta dan pelaku industri musik memperoleh 

hak mereka sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan. 

2. Integrasi teknologi seperti digital fingerprinting, sistem pelacakan 

otomatis, serta pelaporan secara real-time harus dilakukan secara 

menyeluruh dalam pengelolaan royalti.. ini memungkinkan pendataan 

karya dan pemanfaatan musik dilakukan dengan lebih akurat dan 

objektif, sehingga pembagian royalti dapat berdasarkan data yang nyata 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penyediaan platform 

digital yang terbuka bagi pemilik hak cipta maupun publik akan 
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meningkatkan transparansi dan mempermudah pemantauan arus royalti. 

Dengan adanya digitalisasi ini, mendapatkan kesempatan yang sama 

untuk memperoleh haknya. Penerapan teknologi digital yang efektif 

juga dapat mengurangi potensi kecurangan dan ketidakmerataan dalam 

distribusi royalti, sehingga sistem royalti musik di Indonesia dapat 

berjalan dengan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. 



120 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Abdul lkadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian, Cet 1, 

PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

Adrian Sutedi, (2013), Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, 

Sinar Grafika, 

Ardiansyah, Muhammad Dwi, Kanti Rahayu, and Imam 

Asmarduin.( 2021) “Pengaturan Pemberian Royalti atas 

Hak Cipta Aransemen Lagu di Indonesia dan Amerika 

Serikat”. Penerbit NEM 

Aristoteles, Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika, 

terjemahan Embun Kenyowati, 

Abdul Kadir Muhammad, Kajian (2001) Hukum Ekonomi Hak 

Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, (1995), Pokok-Pokok Filsafat 

Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, 

Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama 

Eddy Damian, (1999), Hukum Hak Cipta menumt Beberapa 

Konvensi Intemasional, Undang-undang HakCipta 1997 

dan Periindungannya terhadap Buku serta Perjanjian 

Peneititannya Bandung, FT. Alumni 

Fahmi, M. Abdi Alkamatsur, Syafrinaldi, (2008) Hak Kekayaan 

Intelektual (Pekanbaru: Suska Press,) 

Ferry Irawan dan Yoga Prasetyo, (2020), Konsep Keadilan 

Pancasila (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press 

Henry Soelistyo, (2011), Hak CiptaTanpa Hak Moral,PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 

Jaman, U. B. (2023). Melindungi Kreativitas, Ide dan Inovasi: 

Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. Penerbit 

Sanskara Karya Internasional. Sukabumi. 



121 

 

 

 

Kahar Masyhur, (1985) “Membina Moral dan Akhlak”, Kalam 

Mulia, Jakarta 

M. Agus Santoso, (2014), Hukum,Moral & Keadilan Sebuah 

Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta 

Marzuki P. Mahmud. (2013), penelitian hukum, Jakarta, kencana 

 

OK. Saidin, (1997), Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 

(Intellectual Property Rights), Raja Grafindo Persada, 

Jakarta 

OK. Saidin, (2007) Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, ) 

Peter Mahmud Marzuki, (2013) Penelitian Hukum Edisi Revisi. 

Kencana Prenada Media Group,Jakarta 

 

Peter Mahmud Marzuki, (2008) Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, 

Jakarta, 

Pound, R. (1982). Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan 

Mohammad Radjab). Cetakan Ketiga, Jakarta: Bharatara 

Karya Aksara 

R. Djubaedillah dan Djumhana, Muhammad, (1993),Hak Milik 

Intelektual, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti 

Ramadhio Adi Prasetyo, (2022), Hak kekayaan intelektual (hak 

cipta) sebagai objek waris dalam hukum perdata, 

Universitas Islam Indonesia 

Rohaini, Harsawahyu, Nenny, (2022), Pengantar hukum kekayaan 

intelektual, Bandarlampung 

Roscou Pound, (1982), Pengantar Filsafat Hukum terjemahan 

Mohammad Radjab, Bharatara Karya Aksara, Jakarta 

Satjipto Rahardjo, (2012), Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya 

Bakti 



122 

 

 

 

Shopar Maru Hutagalung, (1994), Hak Cipta Kedudukan dan 

Peranannya di Dalam Pembangunan, (Jakarta: Akademika 

Pressindo). 

Triatmojo, Firmandanu, Achmad Irwan Hamzani, and Kanti 

Rahayu, (2021) Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil. 

Penerbit Nem. 

W. Friedmann, (1993), Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori), 

Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan 

kedua, Jakarta (PT RajaGrafindo Persada,) 

Jurnal 

Afifah H, M Hafiz, Rachmalia R, Wuri H, (2021)“Mekanisme 

Pengolahan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN 

Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 

Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau 

Musik. Padjadjaran Law Review 9, 1 

Agus Sardjono, (2016), “Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN 

Sebagai Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2014,” Jurnal 

Hukum & Pembangunan 46, no. 1 

Ahmad Aqil D, Aaron Y A, (2024) Urgensi Perlindungan Hak Cipta 

Atas Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin di Media Sosial, 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 

Vol.2, No.3 

Alec Stone Sweet, et.al, (2008), “Proportionality Balancing and 

Global Constitutionalism”, Columbia Journal of 

Transnational Law, Vol. 47, No.73. 

Arofi Mughni, Dan Erwin, and Aditya Pratama, (2023), "Analisis 

Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta 

Lagu Populer", Pancasakti Law Journal (PLJ), Vol. 1, No. 2 

Desak Putu, I Gusti Ngurah P, (2019), “Perlindungan Hak Cipta 

Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video 



123 

 

 

 

di Situs Youtube”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha 

Semaya Hukum Udayana, Vol. 7, No.10 

Dina Hayati,( 2024), Penerapan royalti dibidang music dan lagu 

terhadap era digital, Jurnal Sosial Humaniora Sigli Volume 

7 Nomor 1, 

Egi Reksa Saputra,, Fahmi, Yusuf Daeng,(2022), Mekanisme 

Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta, Volume 6 Nomor 3 Tahun 

Faiq Tobroni,(2021), Asas Proposionalitas sebagai moderasi 

pandangan hukum diametral, Kajian Putusan Nomor 

0156/Pdt.P/2013/PA.JS,Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, desember 

Febrian Duta, dkk (2024) “Konsep Keadilan dalam Pemikiran 

Aristoteles”, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1, No. 2 

Henry Soelistyo, (2022), “Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital”, 

vol 1, 

I Gde Suranaya (2016) “Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika 

Administrasi Publik”, Public Inspiration: Jurnal 

Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1, 

Irene Angelita R, (2021) Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan 

Jerman), Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 2, Juni 

Kadek Irman Septiana dan A.A Gede Oka Parwata,(2019), 

“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang 

Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan 

UndangUndang Hak Cipta”, Kertha Semaya: Journal Ilmu 

Hukum, Volume 7, Nomor 2, 

Karel Martinus Siahaya dan Dyah Permata Budi Asri.(2022), 

“Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu Melalui Peran 



124 

 

 

 

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) 

Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021”. Jurnal Kajian Hasil 

Penelitian Hukum. Vol. 6. No. 1. 

Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. (2019), 

Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, (2), 

Nicolas Agung Pramudya, (2019), penciptaan karya kompoisi 

music sebagai sebuah penyampaian makna pengalaman 

empiris menjadi sebuah mahakarya, Volume 17 Nomor 1, 

Juli 

Neltje, J., & Panjiyoga, I. . (2023) Nilai-Nilai yang Tercakup di 

Dalam Asas Kepastian Hukum. Innovative: Journal Of Social 

Science Research, 

Sigit Nugroho (2023), Fakultas Hukum Universitas Bangka 

Belitung, Pembatasan Hak Eksklusif Pemegang Hak 

Kekayaan Intelektual (Perspektif Keadilan Sosial), Al’ Adl : 

Jurnal Hukum, Volume 15 Nomor 2, 

Sudjana, (2019), Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual 

(Hak Cipta) Dalam Perspektif Hakasasi Manusia, Jurnal 

Penelitian HAM Vol 10 Nomor 1, 

Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z,(2022), Perlindungan 

Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran 

Royalti. Semarang Law Review (SLR), 2022 

Tri Juna Irawana , Desyanri, (2019), Seni music serta hubungan 

penggunaan Pendidikan seni music untuk membentuk 

karakter peserta didik disekolah dasar, Edukatif : Jurnal 

Ilmu Pendidikan Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019 

Wandra Wardiansha Purnama (2022), “Implementasi 

Pendistribusian Royalti: Strategi Inovatif Untuk Pemenuhan 

Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik”.VOL12 NO 1 



125 

 

 

 

William Suryanto, Peter Dave A, Angeline Tania G, (2024), Aspek 

Perlindungan Hukum Hak Royalti Atas Hak Cipta Lagu Di 

Industri Musik Digital Indonesia Serta Perkembangannya, 

Universitas Pelita Harapan, Indonesia, Vol. 2 No. 1 

Zakki Adlhiyati, Achmad, (2019), Melacak Keadilan dalam 

Regulasi Poligami: Kajian Filsafat 

 

 

 

Website 

Apa Itu Kepastian Hukum? – YANCE ARIZONA,” 

Diakses Pada Tanggal 25 April 2025 pukul 20:40 

WIB https://yancearizona.net/2008/04/13/apaitu- 

kepastian-hukum/ 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-bagi- 

harta-pailit-menurut-asas-ipari-passu-prorata-parte- 

i-lt6170bf63c34bc/ Di Akses Pada Tanggal 24 April 

2025 Pukul 16.00 Wib 

Teguh Sulistia Dan Aria Zumetti, Perlindungan Hukum 

Terhadap Pelanggaran Hak Cipta, 

2012,http://www.balitbang.kemhan.go.id/ Diakses 

Tanggal 31 Agustus 2023, Pukul 16.25 WITA. 

Wicaksono Nur, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggran 

Hak Cipta Lagu di Daerah IstimewaYogyakarta,” 

(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan IlmuHukum, 

2014). https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14493/. 

Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab 

Dan Contoh Kasus, Pradipta Pustaka Media, Cilacap, 

2019,https://www.hukumonline.com/berita/a/meng 

https://yancearizona.net/2008/04/13/apaitu-kepastian-hukum/
https://yancearizona.net/2008/04/13/apaitu-kepastian-hukum/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-bagi-harta-pailit-menurut-asas-ipari-passu-prorata-parte-i-lt6170bf63c34bc/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-bagi-harta-pailit-menurut-asas-ipari-passu-prorata-parte-i-lt6170bf63c34bc/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-bagi-harta-pailit-menurut-asas-ipari-passu-prorata-parte-i-lt6170bf63c34bc/
http://www.balitbang.kemhan.go.id/
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14493/
http://www.hukumonline.com/berita/a/meng


126 

 

 

 

uak-tantangan- penegakan-hak-cipta-di-industri- 

musik-tanah-air-lt67c7fc9ce207a/ 

UUD 

 

Penjelasan atas Undang –undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, 

Tertanggal 16 Oktober 2014. 

 

 

Peraturan Pemerintah 

 

Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bf 

e9bcc9b2/node/14/peraturanpe  merintah-nomor-56- 

tahun-2021 diakses pada tanggal 14 mei 2025. 

Pasal 3,6,10 dan 11 Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 

Tentang pengelolaan Royalti Musik atau Lagu 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/node/14/peraturanpe%20merintah-nomor-56-tahun-2021
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/node/14/peraturanpe%20merintah-nomor-56-tahun-2021
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/node/14/peraturanpe%20merintah-nomor-56-tahun-2021

